
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNURJAWA BARAT

NOMOR I18 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa dalam rangka pengalokasian dana yang mendesak
untuk kebutuhan operasional Tempat Pengolahan Kompos
Sarimukti berupa pemeliharaan jalan operasional dan sewa
alat berat, perlu dilakukan pergeseran anggiaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Ke{a
Perangkat Daerah yang membidangi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2O22 tentar:.g Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023:'

1. Undang-Undang Nomor l1 Tahun l95O tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanegal 4 Djuli 195O) jo. Undang-
Undang Nomor 2O Tahun l95O tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 441 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OOO tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor la2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O1O);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
17811;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berire' Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2O2l terrtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 llnmbaran Daerah Provinsi Jawa
BaratTahun 2O21 Nomor l3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor I Tahun
2022 ter:tang PengeloLaan Keuangan Daerah (ltmbaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor l,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
2561;

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ll8 Tahl;n 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 lBerita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2O22 Nomor 119);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Menetapkan

o
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119), diubah
sebagai berikut:
1 Ketentuan l,ampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian
tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam t ampiran II,
sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 27 Januxi2O23

R JAWA BARAT.Q/

trAMAD RIDWAN KAMI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal I Februari 2023

S DAERAH PROVINS,NYT

A BARAT,

AN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ttd

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

ttd

         salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
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MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
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